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Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan gender dan religiusitas dengan kecenderungan
penggelapan pajak serta membandingkan pola hasil antara wajib pajak dan mahasiswa.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain komparatif. Sampel
penelitian terdiri dari 303 partisipan, yaitu 50 wajib pajak dan 253 mahasiswa. Data dianalisis
menggunakan two-way ANOVA yang dilakukan secara terpisah pada masing-masing kelompok
untuk menguji hubungan gender, religiusitas, dan interaksi keduanya dengan kecenderungan
penggelapan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gender dan religiusitas berhubungan
secara signifikan dengan kecenderungan penggelapan pajak pada kedua kelompok. Selain itu,
terdapat interaksi yang signifikan antara gender dan religiusitas pada kelompok wajib pajak
maupun mahasiswa. Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan pola hasil yang konsisten
antara kedua kelompok, meskipun konsistensi tersebut tidak dapat diinterpretasikan sebagai
bukti kesetaraan statistik antara wajib pajak dan mahasiswa.

Kata Kunci: Gender; Religiusitas; Penggelapan Pajak.
Abstract

This study aims to analyze the relationship of gender and religiosity with the propensity for
tax evasion and to compare the patterns of results between taxpayers and university students.
The study employs a quantitative approach with a comparative design. The sample consists
of 303 participants: 50 taxpayers and 253 students. Data were analyzed using two-way
ANOVA, conducted separately for each group, to examine the relationships of gender,
religiosity, and their interaction with the propensity for tax evasion. The results indicate that
gender and religiosity are significantly associated with the propensity for tax evasion in both
groups. Furthermore, a significant interaction between gender and religiosity was observed
in both the taxpayer and student groups. Overall, the study reveals consistent patterns of
results across both groups, although this consistency cannot be interpreted as evidence of
statistical equivalence between taxpayers and students.

Keywords: Gender, Religiosity, Tax Evasion.
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PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran
penting dalam membiayai pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia,
penerimaan pajak memberikan konstribusi yang sangat besar terhadap Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) ini dibuktikan dengan persentase kontribusi pajak dari APBN pada
tahun 2023 yaitu 98,9% (Satriya, 2024). Namun, pentingnya penerimaan pajak masih
menghadapi tantangan utama yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.
Kesadaran dan kepatuhan pajak yang rendah ini dibuktikan dengan rasio pajak yang rendah
sebesar 10.31% dimana rasio ini sangat rendah jika kita bandingkan dengan rasio pajak negara
bekembang yang memiliki rata-rata rasio pajak sebesar 27,8%. yang memiliki rata-rata rasio
pajak sebesar 27,8%. Selain dari rasio pajak yang rendah, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
yang rendah juga dapat terlihat dari banyaknya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh
wajib pajak. Kondisi ini diduga karena sistem self-assesment yang dianut di Indonesia, sehingga
wajib pajak memiliki kewenangan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan
sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga
pada perilaku dan keputusan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu bentuk perilaku yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan negara
adalah penggelapan pajak (tax evasion). Penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal yang
dilakukan untuk mengurangi atau menghindari kwajiban perpajakan melalui tindakan seperti
penyembunyian informasi, pelaporan yang tidak benar, atau penghilangan catatan yang relevan
(Fisher, 2014; Kirchler et al., 2003). Penelitian tentang penggelapan pajak ini sudah banyak
dilakukan oleh peneliti melalui prespektif ekonomi. Beberapa peneliti terdahulu banyak
mengambil perspektif ekonomi, keuangan, dan aspek hukum terhadap penggelapan pajak.
Menurut Nasyaduk & McGee, (2006) penggelapan pajak disebabkan dari perspektif ekonomi
dan keuangan dikarenakan para ekonom bersifat utilitarian, Allingham & Sandmo, (1972) dan
(Slemrod, 2007) melihat penggelapan pajak dari perspektif ekonomi dan penegakan hukum.
Aneyaw. et al., (2016) menilai bahwa pendekatan ekonomi tidak berhasil untuk memberikan
wawasan atau pengetahuan mendalam tentang penggelapan pajak.

Psikolog dan ekonom menyadari bahwa paradigma penelitian konvensional dengan
pendekatan ekonomi masih memiliki kekurangan. (Farrar et al., 2017). Penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi dan penegakan hukum telah memberikan kontribusi
penting dalam menjelaskan perilaku penggelapan pajak, tetapi pendekatan tersebut belum
sepenuhnya menjelaskan dimensi psikologis dan sosial yang melandasi keputusan individu
untuk melakukan atau menghindari penggelapan pajak. Berbeda dengan tax avoidance yang
memanfaatkan ketentuan hukum wuntuk meminimalkan kewajiban pajak, tax evasion
melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, penggelapan pajak
tidak hanya merupakan persoalan ekonomi dan hukum, tetapi juga merupakan persoalan
perilaku yang berkaitan dengan bagaimana individu mengevaluasi risiko, norma, dan aspek etis
dari keputusan perpajakan. Perhatian terhadap faktor psikologis dan sosial menjadi penting
karena keputusan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan manfaat ekonomi dan
kemungkinan terdeteksinya pelanggaran. Individu dapat memberikan respons yang berbeda
terhadap situasi perpajakan yang sama karena memiliki karakteristik sosial dan nilai personal
yang berbeda. Dua faktor yang relevan dalam konteks tersebut adalah gender dan religiusitas.

Gender telah banyak dikaji sebagai karakteristik yang berkaitan dengan perbedaan
dalam pengambilan keputusan, persepsi risiko, dan evaluasi etis. Kastlunger et al., (2010),
misalnya, menunjukkan bahwa karakteristik gender berkaitan dengan perilaku kepatuhan
pajak. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki dapat memberikan
penilaian yang berbeda terhadap perilaku yang berkaitan dengan etika dan pengambilan risiko.
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Namun, temuan empiris mengenai hubungan gender dengan penggelapan pajak masih belum
konsisten. Helmy et al., (2021) menemukan adanya pengaruh gender terhadap penggelapan
pajak, sementara penelitian lain menemukan bahwa gender tidak menghasilkan perbedaan
yang signifikan dalam perilaku perpajakan (Pasaribu & Tjen, 2016; Zakaria, 2019).
Ketidakkonsistenan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara gender dan penggelapan
pajak masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Selain gender, religiusitas merupakan faktor psikologis dan sosial yang berpotensi
membentuk perilaku etis individu. Religiusitas mencerminkan tingkat keyakinan, komitmen,
pengetahuan, pengamalan, dan penghayatan individu terhadap nilai-nilai agama (Basri, 2015;
Boone et al., 2013). Nilai-nilai agama dapat menjadi pedoman internal dalam mengevaluasi
perilaku yang dianggap benar atau salah. Pada konteks perpajakan, individu dengan tingkat
religiusitas yang lebih tinggi secara teoritis dapat memiliki kecenderungan yang lebih kuat
untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma moral dan hukum. Sejalan
dengan argumentasi tersebut, (Pope & Mohdali, 2010) menunjukkan keterkaitan religiusitas
dengan tax morale dan kepatuhan pajak. Namun, bukti empiris mengenai hubungan religiusitas
dan penggelapan pajak juga belum konsisten. Penelitian (McKerchar et al., 2013; Welch et al.,
2005) tidak menemukan hubungan yang signifikan, sementara Khalil & Sidani, (2020)
menunjukkan bahwa religiusitas bukan merupakan penjelas utama sikap terhadap penggelapan
pajak. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk memahami kapan dan dalam kondisi
bagaimana religiusitas berkaitan dengan kecenderungan penggelapan pajak.

Permasalahan lain yang penting dalam berbagai penelitian keprilakuan terutama
perpajakan adalah penggunaan mahasiswa sebagai subjek penelitian. Penggunaan mahasiswa
sering dilakukan karena akses terhadap responden relatif mudah, tetapi terdapat perbedaan
karakteristik yang penting antara mahasiswa dan wajib pajak aktual. Mahasiswa cenderung
lebih muda, memiliki pengalaman perpajakan yang terbatas, dan belum sepenuhnya
menghadapi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak, sedangkan wajib pajak memiliki
pengalaman langsung dengan sistem perpajakan (Marriott, 2013). Perbedaan tersebut
menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana temuan yang diperoleh dari mahasiswa dapat
digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak. Meskipun penelitian sebelumnya telah
menggunakan mahasiswa dalam penelitian perpajakan, penggunaan mahasiswa sebagai
representasi wajib pajak tetap menjadi isu metodologis yang perlu mendapatkan perhatian.
Pada saat yang sama, penggunaan wajib pajak sebagai responden juga menghadapi kendala
karena informasi mengenai kewajiban dan pembayaran pajak bersifat sensitif dan perilaku
penggelapan pajak sulit diamati secara langsung.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat dua research gaps yang menjadi dasar penelitian
ini. Pertama, penelitian mengenai gender dan religiusitas dalam menjelaskan penggelapan
pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga diperlukan pengujian lebih
lanjut mengenai kedua faktor tersebut dan kemungkinan interaksinya dalam membentuk
kecenderungan penggelapan pajak. Kedua, masih terdapat pertanyaan mengenai apakah pola
hubungan tersebut menunjukkan pola yang serupa ketika penelitian dilakukan pada wajib pajak
aktual dibandingkan dengan mahasiswa. Dengan demikian, membandingkan kedua kelompok
menjadi penting tidak hanya untuk memahami perilaku perpajakan, tetapi juga untuk
mengevaluasi relevansi penggunaan mahasiswa dalam penelitian mengenai perilaku wajib
pajak.

Berdasarkan kedua kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
hubungan gender dan religiusitas dengan kecenderungan penggelapan pajak serta
membandingkan pola hasil yang diperoleh dari kelompok wajib pajak dan mahasiswa. Secara
khusus, penelitian ini menganalisis perbedaan kecenderungan penggelapan pajak berdasarkan
gender, perbedaan berdasarkan tingkat religiusitas, serta interaksi antara gender dan religiusitas
pada masing-masing kelompok responden. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi
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pada literatur perpajakan dengan memperluas pemahaman mengenai faktor sosial dan
psikologis yang berkaitan dengan penggelapan pajak sekaligus memberikan bukti empiris
mengenai penggunaan mahasiswa dalam penelitian perilaku perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tax Evasion sebagai Keputusan yang Bersifat Perilaku dan Etis

Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan upaya ilegal yang dilakukan oleh wajib
pajak untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak melalui tindakan seperti
penipuan, penyembunyian, atau tidak mengungkapkan informasi yang relevan (Fisher, 2014).
Penggelapan pajak mencerminkan bentuk perlawanan aktif terhadap perpajakan karena
melibatkan tindakan yang melanggar peraturan perpajakan dan dapat mengakibatkan
kerugian finansial bagi negara. Oleh karena itu, penggelapan pajak bukan hanya merupakan
masalah ekonomi dan hukum, melainkan juga masalah perilaku dan etika. Nickerson et al.,
(2009) menekankan bahwa individu mungkin memandang pajak sebagai beban yang
mengurangi sumber daya ekonomi mereka, sehingga menciptakan insentif untuk
meminimalkan pembayaran pajak. Namun, keputusan untuk melakukan penggelapan pajak
juga dapat bergantung pada bagaimana individu menilai keberterimaan etis dari perilaku
tersebut.

Pendekatan ekonomi konvensional menjelaskan kepatuhan pajak dan penggelapan
pajak terutama melalui perhitungan manfaat finansial, beban pajak, probabilitas audit, dan
potensi sanksi. Meskipun demikian, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pertimbangan
ekonomi semata mungkin tidak sepenuhnya menjelaskan perilaku pajak individu. Nasyaduk
& McGee, (2006) serta Allingham & Sandmo, (1972) membahas penggelapan pajak dari
perspektif ekonomi dan keuangan, sementara Slemrod, (2007) menekankan pentingnya
penegakan aturan dalam memahami perilaku pajak. Akan tetapi, Aneyaw. et al., (2016)
berpendapat bahwa pendekatan ekonomi tidak memberikan penjelasan yang cukup
komprehensif mengenai penggelapan pajak. Senada dengan hal tersebut, Farrar et al., (2017)
menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor psikologis dalam memahami keputusan
terkait pajak.

Dari perspektif ini, karakteristik individu dapat mempengaruhi cara wajib pajak
menilai konsekuensi ekonomi, sosial, dan etis dari penggelapan pajak. Penelitian ini berfokus
pada gender dan religiusitas karena kedua karakteristik tersebut telah dibahas dalam penelitian
perpajakan sebelumnya sebagai faktor yang berpotensi berkaitan dengan penilaian etis,
evaluasi risiko, dan perilaku terkait pajak. Gender merupakan karakteristik sosial yang
mungkin berkaitan dengan perbedaan dalam pengambilan keputusan dan penilaian etis,
sedangkan religiusitas mencerminkan komitmen individu terhadap nilai-nilai dan keyakinan
agama yang dapat menjadi pedoman bagi perilaku etis. Oleh karena itu, penelitian ini
mengkaji gender dan religiusitas bukan sebagai variabel yang dimanipulasi secara
eksperimental, melainkan sebagai karakteristik yang berkaitan dengan kecenderungan
individu untuk melakukan penggelapan pajak.

2.2 Gender dan Tax Evasion

Gender merupakan karakteristik demografis dan sosial yang telah mendapat banyak
perhatian dalam penelitian mengenai pengambilan keputusan etis dan perilaku perpajakan
(McGee, 2014). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pria dan wanita mungkin memiliki
perbedaan dalam hal nilai-nilai, proses pengambilan keputusan, dan penilaian terhadap isu-
isu etis. Hogue et al., (2013) berpendapat bahwa perbedaan gender dapat dikaitkan dengan
perbedaan dalam pengambilan keputusan dan pertimbangan terhadap isu-isu etis. Pada
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konteks perilaku perpajakan, perbedaan semacam itu mungkin relevan karena penggelapan
pajak melibatkan keputusan yang memadukan manfaat ekonomi dengan konsekuensi etis dan
hukum.

Salah satu perspektif teoretis yang berguna untuk menjelaskan perbedaan ini adalah
Social Role Theory. Social Role Theory menyatakan bahwa perbedaan perilaku antara pria
dan wanita mungkin sebagian muncul dari peran dan harapan yang dikonstruksi secara sosial
dan dikaitkan dengan gender. Peran-peran ini dapat memengaruhi orientasi perilaku individu,
termasuk cara mereka merespons risiko dan menilai perilaku yang dipertanyakan secara sosial
atau etis. Dengan demikian, gender tidak boleh ditafsirkan sebagai faktor yang secara mekanis
menentukan perilaku individu; sebaliknya, harapan sosial yang terkait dengan gender dapat
berkontribusi pada perbedaan kecenderungan perilaku.

Perspektif ini sejalan dengan penelitian terdahulu diantaranya Kastlunger et al., (2010)
menemukan bahwa karakteristik yang terkait dengan gender relevan dalam menjelaskan
perilaku kepatuhan pajak serta membedakan antara jenis kelamin biologis (sex) dan orientasi
perilaku yang terkait dengan gender.Sommers, (2003) juga mengaitkan karakteristik
maskulin tradisional dengan kesediaan yang lebih besar untuk mengambil risiko, sedangkan
karakteristik feminin tradisional dikaitkan dengan sikap yang lebih berhati-hati dan peka.
Perbedaan-perbedaan ini dapat menjadi relevan ketika individu menghadapi keputusan yang
melibatkan potensi manfaat ekonomi dan risiko sanksi, sebagaimana halnya dalam kasus
penghindaran pajak.

Dimensi etis dari perbedaan gender juga merupakan hal yang relevan. Hogue et al.,
(2013) mengemukakan bahwa pria dan wanita mungkin berbeda dalam hal sejauh mana
pertimbangan etis disertakan dalam pengambilan keputusan. Pada konteks penggelapan
pajak, individu yang lebih mengutamakan pertimbangan etis mungkin kurang bersedia untuk
melakukan tindakan pelaporan pajak yang melanggar hukum. McGee, (2014) juga
mengidentifikasi gender sebagai faktor demografis yang penting dalam penelitian mengenai
sikap terhadap penghindaran pajak.

Namun, bukti empiris mengenai gender dan penggelapan pajak masih menunjukkan
hasil yang tidak konsisten. Helmy, (2011) menemukan adanya hubungan yang signifikan
antara gender dan perilaku penggelapan pajak. Sebaliknya, Pasaribu & Tjen, (2016) serta
Zakaria, (2019) tidak menemukan perbedaan yang signifikan dalam perilaku penggelapan
pajak antara laki-laki dan perempuan. Basri, (2015), yang menggunakan mahasiswa akuntansi
sebagai responden, juga menemukan bahwa gender tidak memengaruhi penggelapan pajak
secara signifikan. Temuan yang tidak konsisten ini menunjukkan bahwa hubungan antara
gender dan penggelapan pajak perlu dikaji lebih lanjut. Berdasarkan Social Role Theory dan
bukti empiris yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini memperkirakan adanya hubungan
antara gender dan perbedaan kecenderungan melakukan penggelapan pajak. Secara khusus,
partisipan laki-laki diperkirakan menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk
melakukan penggelapan pajak dibandingkan partisipan perempuan. Karena penelitian ini juga
bertujuan untuk menguji apakah pola tersebut konsisten di berbagai kelompok responden,
hipotesis diuji secara terpisah untuk wajib pajak dan mahasiswa.

Hla: Wajib pajak laki-laki menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan
penggelapan pajak dibandingkan wajib pajak perempuan.
H1b: Mahasiswa laki-laki menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan
penggelapan pajak dibandingkan mahasiswa perempuan.
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2.3 Religiusitas dan Tax Evasion

Religiusitas mencerminkan sejauh mana seseorang memegang teguh serta menerapkan
nilai-nilai, keyakinan, dan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kum-Lung dan
Kum-Lung & Tek-Chai, (2010) menggambarkan religiusitas sebagai faktor penting yang
berkaitan dengan nilai-nilai etis dan perilaku individu. Worthington et al., (2003)
mengonseptualisasikan komitmen keagamaan sebagai sejauh mana individu mematuhi nilai-
nilai, keyakinan, dan praktik keagamaan serta mengintegrasikan agama ke dalam kehidupan
sehari-hari mereka. Dari perspektif ini, individu yang sangat religius diharapkan dapat
mengevaluasi perilaku mereka melalui kerangka keagamaan dan menerapkan prinsip-prinsip
agama dalam pengambilan keputusan sehari-hari.

Oleh karena itu, religiusitas dapat memberikan standar internal bagi individu untuk
mengevaluasi perilaku etis. Agama umumnya diharapkan dapat mencegah perilaku yang tidak
sejalan dengan nilai-nilai moral dan norma sosial. Basri, (2015) berpendapat bahwa agama
dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku tidak etis, sementara Boone et al.,
(2013) menggambarkan religiusitas sebagai keyakinan kepada Tuhan yang disertai dengan
komitmen terhadap aturan dan nilai-nilai agama. Pada konteks penggelapan pajak, nilai-nilai
yang telah terinternalisasi ini dapat memengaruhi persepsi individu mengenai apakah
pengurangan pajak secara ilegal dapat diterima secara etis.

Argumen ini sangat relevan karena penggelapan pajak melibatkan pertimbangan
ekonomi maupun etika. Meskipun individu mungkin memperoleh keuntungan ekonomi dengan
mengurangi jumlah pajak yang dilaporkan, penggelapan pajak melanggar peraturan perpajakan
dan dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak etis. Dengan demikian, individu yang
memiliki komitmen keagamaan lebih kuat cenderung lebih mempertimbangkan konsekuensi
moral dari penggelapan pajak, sehingga kecil kemungkinannya untuk melakukan tindakan
tersebut.

Studi empiris sebelumnya memberikan dukungan terhadap argumen ini. Pope &
Mohdali, (2010) menunjukkan bahwa religiusitas memiliki relevansi dengan moral pajak dan
sikap terkait pajak. Basri, (2015) juga mengaitkan religiusitas dengan perilaku etis dan
penggelapan pajak. Temuan-temuan ini mengisyaratkan bahwa individu dengan tingkat
religiusitas yang lebih tinggi mungkin memiliki batasan internal yang lebih kuat terhadap
perilaku perpajakan yang tidak etis. Kendati demikian, bukti empiris yang ada belum
memberikan hasil yang konklusif. Welch et al., (2005) dan McKerchar et al., (2013) tidak
menemukan hubungan yang signifikan antara religiusitas dan penggelapan pajak. Khalil &
Sidani, (2020), yang meneliti religiusitas dan penggelapan pajak dalam konteks berbeda, juga
menemukan bahwa religiusitas bukanlah faktor penjelas utama bagi sikap terhadap
penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa religiusitas mungkin tidak
menentukan perilaku perpajakan secara seragam dan bahwa hubungannya dengan penggelapan
pajak memerlukan penyelidikan empiris lebih lanjut.

Berdasarkan argumen teoretis tersebut dan temuan yang beragam dalam penelitian
sebelumnya, penelitian ini memperkirakan bahwa individu dengan tingkat religiusitas yang
lebih rendah akan menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan penggelapan
pajak dibandingkan individu dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi. Hubungan ini diuji
secara terpisah pada kelompok wajib pajak dan mahasiswa.

H2a: Wajib pajak dengan tingkat religiusitas rendah menunjukkan kecenderungan yang lebih
besar untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan wajib pajak dengan tingkat religiusitas
tinggi.
H2b: Mahasiswa dengan tingkat religiusitas rendah menunjukkan kecenderungan yang lebih
besar untuk melakukan penggelapan pajak dibandingkan mahasiswa dengan tingkat religiusitas
tinggi.
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2.4 Interaksi antara Gender dan Religiusitas dalam Penggelapan Pajak

Gender dan religiusitas mungkin tidak bekerja secara independen dalam menjelaskan
kecenderungan penghindaran pajak. Peran sosial yang terkait dengan gender dapat
membentuk cara individu menyikapi risiko dan keputusan etis, sementara religiusitas dapat
menyediakan kerangka kerja moral internal yang digunakan individu untuk mengevaluasi
keputusan-keputusan tersebut. Akibatnya, implikasi perilaku dari gender mungkin
bergantung, setidaknya sebagian, pada tingkat religiusitas individu tersebut.

Interaksi antara gender dan religiusitas menjadi sangat penting karena tingkat
religiusitas yang tinggi tidak serta-merta menghilangkan semua perbedaan perilaku yang
terkait dengan gender. Sebaliknya, nilai-nilai keagamaan dapat bekerja bersama karakteristik
individu dan sosial lainnya dalam membentuk keputusan perilaku. Dengan demikian,
hubungan antara gender dan kecenderungan penggelapan pajak dapat berbeda tergantung
pada apakah individu memiliki tingkat religiusitas yang relatif rendah atau tinggi.

Literatur empiris yang ada juga memberikan dasar untuk mengkaji hubungan-hubungan
ini secara bersamaan. Hogue et al., (2013) menekankan perbedaan dalam pengambilan
keputusan etis antara pria dan wanita, sementara Kum-Lung dan Kum-Lung & Tek-Chai,
(2010) serta Worthington et al., (2003) menyoroti peran komitmen keagamaan dalam
membentuk nilai-nilai etis dan perilaku. Perspektif-perspektif ini menunjukkan bahwa
kecenderungan perilaku terkait gender dan komitmen keagamaan tidak harus dianggap
sebagai pengaruh yang sepenuhnya independen.

Oleh karena itu, alih-alih hanya mengkaji apakah pria yang sangat religius memiliki
kecenderungan penggelapan pajak yang lebih tinggi dibandingkan wanita yang sangat
religius, penelitian ini secara khusus mengkaji apakah gender dan religiusitas berinteraksi
dalam menjelaskan kecenderungan penggelapan pajak. Formulasi ini sejalan dengan metode
ANOVA dua arah yang digunakan dalam penelitian ini, yang menguji baik efek utama dari
gender dan religiusitas maupun interaksi di antara keduanya.

H3a: Gender dan religiusitas berinteraksi dalam menjelaskan kecenderungan penggelapan
pajak di kalangan wajib pajak.
H3b: Gender dan religiusitas berinteraksi dalam menjelaskan kecenderungan penggelapan
pajak di kalangan mahasiswa.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sampel Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain
komparatif untuk mengkaji hubungan antara gender, religiusitas, dan kecenderungan
penggelapan pajak, serta membandingkan pola yang diperoleh antara wajib pajak dan
mahasiswa. Penelitian ini melibatkan dua kelompok partisipan yaitu wajib pajak dan
mahasiswa. Wajib pajak adalah individu yang memiliki pengalaman langsung dalam
pelaporan dan pembayaran pajak, sedangkan mahasiswa mewakili individu yang telah
menerima pembelajaran perpajakan terkait perpajakan dan diharapkan menjadi wajib pajak di
masa depan. Kedua kelompok tersebut diteliti secara terpisah untuk menilai apakah pola
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serupa terkait gender, religiusitas, dan kecenderungan penghindaran pajak dapat diamati.
Sampel akhir terdiri dari 303 partisipan, yang mencakup 50 wajib pajak dan 253 mahasiswa.

Variabel Penelitian dan Pengukuran

Penelitian ini menggunakan gender dan religiusitas sebagai variabel independen.
Gender dikodekan sebagai variabel kategorikal, dengan angka 1 mewakili peserta perempuan
dan angka 2 mewakili peserta laki-laki. Religiusitas diukur menggunakan kuesioner yang
diadaptasi dari Krauss et al., (2011). Instrumen ini dikembangkan untuk menilai religiusitas
pada individu Muslim melalui lima dimensi: komitmen keagamaan, pengetahuan keagamaan,
keyakinan keagamaan, praktik keagamaan, serta pengalaman atau penghayatan keagamaan.
Respons diukur menggunakan skala Likert lima poin yang berkisar dari sangat tidak setuju
hingga sangat setuju. Setelah memperoleh skor religiusitas, partisipan diklasifikasikan ke
dalam kelompok religiusitas rendah dan tinggi berdasarkan nilai rata-rata sampel. Partisipan
dengan skor di bawah rata-rata dikategorikan memiliki religiusitas rendah, sedangkan
partisipan dengan skor di atas rata-rata dikategorikan memiliki religiusitas tinggi.
Kategorisasi ini digunakan untuk analisis ANOVA dua arah.

Kecenderungan penghindaran pajak diukur menggunakan skenario pelaporan pajak
hipotetis yang diadaptasi dari Lewis et al., (2009). Partisipan diminta untuk menentukan
jumlah penghasilan yang akan dilaporkan dalam skenario tersebut. Jumlah penghasilan yang
dilaporkan digunakan sebagai indikator kecenderungan partisipan terhadap penghindaran
pajak. Jumlah penghasilan yang dilaporkan lebih rendah mengindikasikan kecenderungan
yang lebih besar untuk melaporkan penghasilan di bawah nilai sebenarnya dan, sebagai
akibatnya, kecenderungan yang lebih besar terhadap penghindaran pajak.

Metode Analisis Data

Data dianalisis menggunakan analisis varians 7wo-way (ANOVA) dengan SPSS. Two-
way (ANOVA) digunakan untuk menguji pengaruh utama gender, pengaruh utama religiusitas,
serta efek interaksi antara jenis kelamin dan religiusitas terhadap kecenderungan penghindaran
pajak. Analisis dilakukan secara terpisah untuk wajib pajak dan mahasiswa.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif
Tabel 1. Statistik Deskriptif
Wajib Pajak Mahasiswa
Gender Religiosity Mean Std. Dev N | Mean Std. Dev N
Woman  Low religiosity 2.14 1.069 7 2.06 0.899 49
High religiosity 3.75 0.786 20 | 3.04 1,184 95
Total 3.33 1.109 27 | 271 1,188 144
Man Low religiosity 1.88 0.641 8 1.91 0.836 69
High religiosity 2.07 0.779 15| 1.92 0.797 40
Total 2.00 0.739 23 | 1.92 0.818 109
Total Low religiosity 2.00 0.845 15| 1.97 0.862 118
High religiosity 3.03 1.150 35| 2.71 1,196 135
Total 2.72 1.161 50 | 237 1,114 253

(Sumber Data Primer diolah dengan SPSS tahun 2024)

Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif mengenai kecenderungan penghindaran pajak
berdasarkan kategori jenis kelamin dan religiusitas untuk sampel wajib pajak dan mahasiswa.
Sampel akhir terdiri dari 50 wajib pajak dan 253 mahasiswa. Di antara wajib pajak, 15
partisipan diklasifikasikan memiliki tingkat religiusitas rendah dan 35 partisipan memiliki
tingkat religiusitas tinggi. Di antara mahasiswa, 118 partisipan diklasifikasikan memiliki
tingkat religiusitas rendah dan 135 partisipan memiliki tingkat religiusitas tinggi.

Bagi wajib pajak, partisipan dengan religiusitas rendah melaporkan pendapatan rata-
rata sebesar 2,00, sedangkan mereka yang memiliki religiusitas tinggi melaporkan rata-rata
sebesar 3,03. Bagi mahasiswa, nilai rata-rata yang tercatat adalah 1,97 untuk kelompok
religiusitas rendah dan 2,71 untuk kelompok religiusitas tinggi. Dengan demikian, partisipan
dengan religiusitas rendah melaporkan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan partisipan
dengan religiusitas tinggi pada kedua sampel tersebut. Klasifikasi religiusitas ke dalam
kelompok religiusitas rendah dan tinggi didasarkan pada nilai rata-rata sampel, pendekatan ini
mengikuti prosedur kategorisasi yang digunakan oleh Nadal et al., (2018).

Statistik deskriptif juga menunjukkan pola yang konsisten berdasarkan jenis kelamin.
Pada kedua sampel (wajib pajak dan mahasiswa), partisipan laki-laki melaporkan pendapatan
yang lebih rendah dibandingkan partisipan perempuan. Karena pendapatan yang dilaporkan
lebih rendah mencerminkan kecenderungan lebih besar untuk melaporkan pendapatan di
bawah nilai sebenarnya dalam skenario pelaporan pajak hipotetis, pola deskriptif ini
mengindikasikan adanya kecenderungan penghindaran pajak yang lebih tinggi di kalangan
partisipan laki-laki.

Uji Validity dan Reliability
Table 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Wajib Pajak Mabhasiswa
Variable Mark Corrected Item Total Cronbach's Mark Corrected Item Cronbach's
Instruments Correlation Lowest alpha value | Total Correlation Lowest  alpha value
Religiosity (X2) 0.367 0.885 0.367 0.885

(Sumber Data Primer diolah dengan SPSS tahun 2024)

Tabel 2 menunjukkan nilai terendah Corrected Item-Total Correlation dimana pada
wajib pajak instrumen > r tabel 0,273 dan pada mahasiswa > r table 0.123. Oleh karena itu,
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setiap item pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid. Tabel 2 juga menunjukkan nilai
Cronbach’s alpha variabel religiusitas lebih besar dari 0,60, dan disimpulkan bahwa instrumen
kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan religiusitas dinyatakan reliabel atau dapat
dipercaya sebagai alat ukur variabel.

Pengujian Hipotesis
Table 3. ANOVA Test Results Wajib Pajak

Source Typ esgiasr:;n of df  Mean Squares F Sig. Pg;t;frf;a
Corrected Model 35.665 3 11.888 17.980 0,000 0.540
Intercept 251.526 1 251.526 380.045 0,000 0.892
X1 9.901 1 9.901 14.974 0,000 0.246
X2 8.415 1 8.415 12.727 0,001 0.217
X1*X2 5.211 1 5.211 7.880 0,007 0.146
Error 30.415 46 0.661
Total 436.000 50
Corrected Total 66.080 49

R Squared = 0.540 (Adjusted R Squared= 0.510)
(Sumber Data Primer diolah dengan SPSS tahun 2024)

Tabel 3 menunjukkan bahwa pengujian antar subjek menunjukkan bahwa variabel
gender mempunyai nilai F sebesar 14.974 dan signifikan secara statistik sebesar 0,000 yang
berarti terdapat pengaruh antara Gender wajib pajak dengan penggelapan pajak. Tabel 3 di atas
juga terlihat bahwa variabel Religiusitas mempunyai nilai F sebesar 12.727 dan signifikan pada
taraf 0,001 yang berarti terdapat pengaruh antara religiusitas wajib pajak dengan penggelapan
pajak. Berdasarkan hasil uji antar subjek pada Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa interaksi
variabel gender dan religiusitas dari wajib pajak mempunyai nilai F sebesar 7.880 dan
signifikan pada taraf 0,007. Artinya terdapat pengaruh interaksi antara variabel gender dan
religiusitas wajib pajak.

Tabel 4. ANOVA Test Results Mahasiswa

Source Type 11 Sum Of Jf Mean F Sig. Partial Eta
Squares Squares Squared

Corrected
Model 69,913 3 23,304 23,889 0,000 0.223
Intercept 1135188 1 1,135,188 1,163,691 0,000 0.824
X1 22,732 1 22,732 23,303 0,000 0.086
X2 13,996 1 13,996 14,348 0,000 0.054
X1*X2 13,330 1 13,330 13,665 0,000 0.052
Error 242,901 249 0.976
Total 1,731,000 253
Corrected Total 312,814 252
R Squared = 0.223 (Adjusted R Squared=
0.214)

(Sumber Data Primer diolah dengan SPSS tahun 2024)
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Tabel 4 menunjukkan bahwa pengujian antar subjek menunjukkan bahwa variabel
gender mempunyai nilai F sebesar 23,303 dan signifikan secara statistik sebesar 0,000 yang
berarti terdapat pengaruh antara Gender mahasiswa dengan penggelapan pajak. Tabel 4 di atas
juga terlihat bahwa variabel Religiusitas mempunyai nilai F sebesar 14,348 dan signifikan pada
taraf 0,000 yang berarti terdapat pengaruh antara religiusitas mahasiswa dengan penggelapan
pajak. Berdasarkan hasil uji antar subjek pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa interaksi
variabel gender dan religiusitas dari mahasiswa mempunyai nilai F sebesar 13,665 dan
signifikan pada taraf 0,000. Artinya terdapat pengaruh interaksi antara variabel gender dan
religiusitas mahasiswa.

Berdasarkan hasil dari uji tabel 3 dan tabel 4 dapat kita lihat bahwa hasil antara uji
dengan sampel wajib pajak dan hasil dengan sampel mahasiswa tidak terdapat perbedaan yang
signifikan dimana hasil dari tabel 3 dan tabel 4 adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara
gender dengan penggelapan pajak baik dengan sampel wajib pajak maupun dengan sampel
mahasiswa. Selain itu dari tabel 3 dan 4 juga mengasilkan terdapat pengaruh religiusitas dengan
penggelapan pajak baik dengan sampel wajib pajak maupun dengan sampel mahasiswa.
Bedasarkan tabel 3 dan 4 juga menghasilkan bahwa terdapat interaksi gender dan religiusitas
terhadap penggelapan pajak baik dengan sampel wajib pajak maupun dengan sampel
mahasiswa. Hasil uji terdapat pada tabel 3 untuk sampel wajib pajak dan tabel 4 untuk sampel
mahasiswa tidak terdapat perbedaan hasil dengan sampel menggunakan wajib pajak maupun

mahasiswa.
Tabel 5. Estimated Results
\ Wajib Pajak Mabhasiswa
95% Confidence Interval 95% Confidence Interval
Gender Mean }Esrtr%r Lower Mean Esrtrcl).r Lower
Bound Upper Bound Bound Upper Bound
Women 2947  0.179 2.587 3.306 2,552 0.087 2,381 2,723
Man 1.971  0.178 1.613 2.329 1,919 0.098 1,726 2,112
95% Confidence Interval 95% Confidence Interval
Religiosity Mean Std. Mean Std.
Error Lower Error Lower
Bound Upper Bound Bound Upper Bound
Low religiosity 2.009 0.21 1.585 2.432 1,987 0.092 1,805 2,169
High religiosi 2.908  0.139 2.629 3.188 2,484 0.093 2,300 2,667
g glosity
95% Confidence Interval 95% Confidence Interval
Gender Religiosity Mean Std. Mean Sud.
Error Lower Error Lower
Bound Upper Bound Bound Upper Bound
Woman LO.VV. . 2.143 0307 1.524 2.762 2,061 0.141 1,783 2,339
religiosity
Hl.gh. . 3.75 0.182 3.384 4.116 3,042 0.101 2,843 3,242
religiosity
Man LO.‘N. . 1.875  0.287 1.296 2.454 1,913 0.119 1,679 2,147
religiosity
High 2067 021 1.644 2.489 1925 0.156 1,617 2,233
religiosity

(Sumber Data Primer diolah dengan SPSS tahun 2024)

Gender dan Penggelapan Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bukti konsisten bahwa gender memiliki hubungan
yang signifikan dengan kecenderungan penghindaran pajak, baik pada sampel wajib pajak
maupun mahasiswa. Di kalangan wajib pajak, pengaruh utama gender terbukti signifikan
secara statistik (F = 14,974; p < 0,001), dan pengaruh serupa juga ditemukan signifikan pada
kelompok mahasiswa (F = 23,303; p <0,001). Pada kedua sampel tersebut, partisipan laki-laki
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melaporkan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan partisipan perempuan, yang
mengindikasikan adanya kecenderungan lebih tinggi di kalangan laki-laki untuk melaporkan
pendapatan di bawah nilai sebenarnya (underreporting).

Temuan ini mendukung argumen bahwa gender mungkin berkaitan dengan perbedaan
dalam penilaian etis dan pengambilan keputusan. Hogue et al., (2013) mengemukakan bahwa
laki-laki dan perempuan mungkin memiliki perbedaan dalam nilai-nilai serta orientasi
pengambilan keputusan, sementara McGee, (2014) melaporkan bahwa perempuan cenderung
kurang dapat menerima praktik penghindaran pajak. Senada dengan hal tersebut, Kastlunger et
al., (2010) berpendapat bahwa perbedaan gender mungkin terkait dengan perbedaan orientasi
risiko, di mana perempuan umumnya menunjukkan sikap lebih menghindari risiko (*risk
aversion*). Perspektif-perspektif ini memberikan kemungkinan penjelasan mengapa partisipan
laki-laki dalam penelitian ini melaporkan pendapatan yang lebih rendah dalam skenario
pelaporan pajak.

Temuan ini juga sejalan dengan argumen Sommers, (2003), yang menyatakan bahwa
perempuan mungkin menunjukkan kepekaan lebih tinggi terhadap pertimbangan interpersonal
dan etis. Dalam konteks pelaporan pajak, pertimbangan semacam itu dapat mengurangi
kesediaan seseorang untuk melaporkan pendapatan kena pajak di bawah nilai yang sebenarnya.
Dengan demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa gender tetap menjadi
karakteristik individu yang relevan dalam memahami kecenderungan penghindaran pajak,
tidak hanya pada individu yang memiliki pengalaman langsung dalam pelaporan pajak, tetapi
juga pada mahasiswa yang belum memikul tanggung jawab perpajakan pada tingkat yang
sama.

Namun, yang perlu diperhatikan, temuan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai bukti
bahwa gender merupakan penyebab penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan desain
komparatif kuantitatif, dan gender merupakan karakteristik yang terbentuk secara alami, bukan
variabel yang dimanipulasi secara eksperimental. Oleh karena itu, interpretasi yang tepat
adalah bahwa gender memiliki hubungan yang signifikan dengan kecenderungan penghindaran
pajak pada kedua sampel tersebut.

Religiusitas dan Penggelapan Pajak

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh utama yang signifikan dari
religiusitas terhadap kecenderungan penghindaran pajak pada kedua kelompok sampel. Pada
kelompok wajib pajak, pengaruh religiusitas terbukti signifikan secara statistik (F = 12,727; p
=0,001), demikian pula pada kelompok mahasiswa (F = 14,348; p < 0,001). Estimasi rata-rata
marginal menunjukkan bahwa partisipan dengan tingkat religiusitas rendah melaporkan
pendapatan yang lebih rendah dibandingkan partisipan dengan tingkat religiusitas tinggi pada
kedua sampel tersebut.

Temuan ini mendukung pandangan bahwa religiusitas dapat berfungsi sebagai orientasi
moral internal yang membentuk penilaian etis individu. Religiusitas mencerminkan sejauh
mana individu menginternalisasi keyakinan, nilai, dan praktik keagamaan dalam kehidupan
sehari-hari mereka (Worthington et al., 2003). Berdasarkan perspektif ini, individu dengan
komitmen keagamaan yang lebih kuat cenderung menilai tindakan penghindaran pajak sebagai
hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan agama mereka.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Pope & Mohdali, (2010) yang menyatakan bahwa
religiusitas dapat memengaruhi moral pajak dan kepatuhan pajak. Hasil ini juga konsisten
dengan penelitian Basri, (2015) yang menemukan adanya hubungan antara religiusitas dan
perilaku etis dalam konteks kecurangan pajak. Demikian pula, Boone et al., (2013)
menunjukkan relevansi religiusitas dalam memahami perilaku terkait pajak. Dalam penelitian
ini, partisipan yang diklasifikasikan memiliki tingkat religiusitas lebih tinggi melaporkan
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pendapatan yang lebih besar dalam skenario pelaporan pajak hipotetis, yang mengindikasikan
kecenderungan lebih rendah untuk melaporkan pendapatan di bawah jumlah yang sebenarnya.

Namun, temuan ini juga perlu ditafsirkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang
bertentangan dari penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, Welch et al., (2005) dan McKerchar
et al., (2013) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara faktor-faktor yang berkaitan
dengan religiusitas dan perilaku perpajakan. Khalil & Sidani, (2020) juga menyimpulkan
bahwa religiusitas tidak serta-merta menjadi faktor penjelas utama bagi sikap terhadap
penghindaran pajak di Lebanon. Temuan-temuan yang kontras ini mengindikasikan bahwa
peran religiusitas mungkin bergantung pada konteks kelembagaan, budaya, dan sosial tempat
keputusan perpajakan diambil. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini bukan sekadar
menunjukkan bahwa religiusitas itu penting, melainkan memberikan bukti tambahan bahwa
religiusitas berkaitan dengan kecenderungan penghindaran pajak dalam konteks Indonesia,
serta bahwa pola ini muncul baik pada sampel wajib pajak maupun mahasiswa.

Interaksi antara Gender dan Religiusitas dalam Penggelapan Pajak

Temuan utama ketiga berkaitan dengan interaksi antara gender dan religiusitas. Efek
interaksi tersebut signifikan secara statistik baik pada kelompok wajib pajak (F = 7,880; p =
0,007) maupun mahasiswa (F = 13,665; p < 0,001). Hasil ini penting karena menunjukkan
bahwa hubungan antara gender dan kecenderungan penghindaran pajak tidak terlepas dari
faktor religiusitas. Dengan kata lain, asosiasi antara gender dan kecenderungan penghindaran
pajak bervariasi bergantung pada tingkat religiusitas. Hal ini memberikan penjelasan yang
lebih bernuansa dibandingkan jika gender dan religiusitas ditelaah sebagai dua prediktor yang
terpisah.

Estimasi nilai rata-rata memberikan bukti deskriptif lebih lanjut mengenai interaksi ini.
Di kalangan wajib pajak yang sangat religius, rata-rata pendapatan yang dilaporkan oleh
perempuan (M = 3,750) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (M = 2,067). Pola serupa tampak
pada kelompok mahasiswa, di mana perempuan yang sangat religius melaporkan rata-rata
sebesar 3,042 dibandingkan 1,925 pada laki-laki yang sangat religius.

Pola-pola ini mengisyaratkan bahwa perbedaan gender dalam kecenderungan
penghindaran pajak mungkin tetap ada bahkan pada individu yang tergolong sangat religius.
Namun, karena analisis ini melaporkan efek interaksi dari uji ANOVA dua arah (bukan uji efek
sederhana yang terpisah untuk setiap kategori religiusitas), temuan tersebut sebaiknya
ditafsirkan sebagai bukti adanya interaksi yang signifikan, dan bukan sebagai bukti definitif
bahwa perbedaan gender di dalam kelompok dengan religiusitas tinggi itu sendiri signifikan
secara statistik.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara
gender dan religiusitas dengan perilaku penggelapan pajak pada kelompok wajib pajak maupun
mahasiswa, dengan laki-laki serta responden dengan religiusitas rendah menunjukkan
kecenderungan melaporkan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan perempuan dan
responden dengan religiusitas tinggi, sehingga Hla, H1b, H2a, dan H2b didukung. Selain itu,
terdapat interaksi yang signifikan antara gender dan religiusitas pada kedua kelompok, yang
menunjukkan bahwa hubungan gender dengan penggelapan pajak berbeda pada tingkat
religiusitas yang berbeda, sehingga H3a dan H3b didukung. Secara keseluruhan, penelitian
menunjukkan pola hasil yang konsisten antara wajib pajak dan mahasiswa; namun, karena
kedua kelompok dianalisis secara terpisah, konsistensi tersebut tidak dapat diinterpretasikan
sebagai bukti bahwa kedua kelompok secara statistik tidak berbeda atau dapat sepenuhnya
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saling menggantikan sebagai sampel penelitian perpajakan. Hipotesis kedua bagian a (H2a)
adalah wajib pajak dengan religiusitas rendah lebih cenderung melakukan penggelapan pajak
dibandingkan wajib pajak dengan religiusitas tinggi dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh variabel religiusitas terhadap penggelapan pajak dengan sampel wajib pajak. Oleh
karena itu, hipotesis penelitian kedua bagian a (H2a) diterima. Hipotesis kedua bagian b (H2b)
adalah mahasiswa dengan religiusitas rendah lebih cenderung melakukan penggelapan pajak
dibandingkan mahasiswa dengan religiusitas tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan
bahwa terdapat pengaruh variabel religiusitas terhadap penggelapan pajak dengan sampel
mahasiswa. Oleh karena itu, hipotesis penelitian kedua bagian b (H2b) diterima.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada literatur perpajakan dengan
memperkuat pemahaman mengenai keterkaitan faktor sosial dan moral, khususnya gender dan
religiusitas, dengan kecenderungan penggelapan pajak serta menunjukkan pentingnya
mempertimbangkan interaksi keduanya. Pola hasil yang konsisten antara mahasiswa dan wajib
pajak juga memberikan tambahan bukti dalam diskusi mengenai penggunaan mahasiswa
sebagai partisipan penelitian perpajakan, meskipun belum dapat menunjukkan kesetaraan
kedua kelompok. Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak
dapat dilengkapi dengan edukasi dan komunikasi yang menekankan tanggung jawab moral,
manfaat sosial pajak, dan konsekuensi penggelapan pajak, termasuk penguatan aspek etika dan
tanggung jawab sosial dalam pendidikan perpajakan bagi mahasiswa sebagai calon wajib
pajak. Namun, temuan penelitian ini tidak menjadi dasar untuk membedakan perlakuan
administratif atau kebijakan perpajakan berdasarkan gender.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam
menginterpretasikan temuan. Pertama, ketidakseimbangan ukuran sampel antara kelompok
wajib pajak dan mahasiswa, yaitu masing-masing 50 dan 253 responden, membatasi
keterbandingan dan kehati-hatian dalam menggeneralisasi temuan pada kedua kelompok.
Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan ukuran sampel yang lebih besar dan relatif
seimbang. Kedua, informasi mengenai prosedur pengambilan dan perekrutan sampel yang
terbatas menyebabkan representativitas sampel dan generalisasi temuan perlu dipertimbangkan
secara hati-hati. Ketiga, kecenderungan penggelapan pajak diukur menggunakan skenario
pelaporan pajak hipotetis, sehingga temuan mencerminkan respons partisipan terhadap situasi
hipotetis dan belum sepenuhnya merepresentasikan perilaku penggelapan pajak aktual.
Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan pengukuran yang lebih mendekati
kondisi perpajakan nyata serta mengombinasikan kuesioner dengan metode pengumpulan data
lainnya. Keempat, religiusitas dikategorikan ke dalam kelompok rendah dan tinggi berdasarkan
nilai rata-rata, yang berpotensi mengurangi informasi mengenai variasi individual dalam
religiusitas. Penelitian selanjutnya dapat mempertahankan religiusitas sebagai variabel kontinu
untuk memperoleh estimasi hubungan yang lebih informatif. Kelima, analisis wajib pajak dan
mahasiswa dilakukan secara terpisah, sehingga penelitian ini hanya menunjukkan konsistensi
pola temuan di antara kedua kelompok dan belum menguji secara langsung apakah besaran
hubungan gender dan religiusitas berbeda secara statistik antara wajib pajak dan mahasiswa.
Penelitian selanjutnya dapat menggunakan desain analitis yang secara eksplisit memasukkan
jenis responden sebagai faktor untuk menguji perbedaan tersebut secara langsung.
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